



Indonesia memiliki bentuk negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945 hasil
amandemen (1999-2002) diatur dalam pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa “Negara
Indonesia adalah negara hukum”. Tatanan hukum di Indonesia mempunyai lebih dari satu
tatanan hukum yang diterapkan seperti tatanan hukum negara, hukum adat dan hukum
agama. Hukum adat adalah aturan yang berasal dari masyarakat yang sudah ada dan
berkembang dimasyarakat, sedangkan untuk hukum agama adalah hukum yang dipandang
sesuai dengan paham dan ajaran masing-masing agama yang dianut oleh masyarakat
(Sulistyowati 2003:491).
Hukum adat adalah salah satu dari bentuk hukum yang masih ada sampai saat ini
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat juga merupakan bentuk dari hukum
yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum adat masyarakat Indonesia. Keberadaan
hukum adat dapat kita lihat hingga sekarang ini dengan adanya peradilan-peradilan adat
serta perangkat-perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum
adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang ada dimasyarakat yang
tidak dapat ditangani oleh kepolisian, pengadilan, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan
(Yohanes Ivan, 2014:1).
Salah satu daerah yang jadi perhatian dalam penerapan hukum adatnya adalah
Minangkabau, etnis yang sebagian besar daerahnya berada di Sumatera Barat. Masyarakat
Minangkabau memiliki hukum adatnya sendiri, yang mana didalamnya terdapat berbagai
macam nilai dan norma. Pada penerapannya sendiri hukum adat di Minangkabau tidaklah
sama untuk setiap daerah seperti pepatah adat “Adaik salingka nagari, pusako salingka
kaum”, artinya adalah adat berlaku disekitar Nagari itu saja dan pusaka hanya berlaku di
Nagari tersebut. Proses pelaksanaan hukum adat di Minangkabau terdapat acuan yang
digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian bahwa itu benar telah menyalahi aturan adat
atau tidak, aturan itu disebut juga dengan istilah Undang-undang Nan Duo Puluah
(Syamsidar 1992:11-12).
Undang-undang Nan Duo Puluah adalah peraturan tentang hukum adat dan
penyelesai hukumnya. Undang-undang Nan Duo Puluah dibagi lagi menjadi dua, yaitu
Undang-undang Nan Salapan dan Undang-undang Nan Duobaleh. Hal itu dimuat dalam
pepatah adat “Undang-undang nan salapan, namo kasalahan supayo jaleh, sadang
manyatokan kesalahan, iyolah undang-undang nan duo baleh, kalau batamu dinan
salapan, basuo pulo di nan duo baleh, baru barupo kasalahan, manuruik adat nan
babakeh”, dalam pepatah tersebut dijelaskan bahwa keteraturan hukum adat yang ada di
Minangkabau sebelum menyatakan adanya sebuah perkara atau tindakan yang melanggar
hukum. Undang-undang Nan Delapan harus selalu dikaitkan dengan Undang-undang nan
Dua Belas. Kalau tidak dikaitkan dinyatakan tidak sah, begitu juga dengan hukum dan
hakim serta sanksi hukum dan dendanya juga tidak sah (Syamsidar 1992:11-12).
Salah satu penerapan adat salingka Nagari di Minangkabau ini dapat terlihat di
Nagari Tigo Jangko, di Nagari tersebut terdapat sebuah bangunan yang diberi nama Penjara
Nagari (adat) dan dikelola oleh Nagari dan masyarakat yang berada disekitar Nagari.
Keberadaan Penjara Nagari merupakan sebagai bentuk dari masih diberlakukannya hukum
adat dan sekaligus bagian aturan adat. Dari hasil penelusuran yang sudah dilakukan peneliti
menemukan bahwa di sekitar kecamtan Lintau Buo yang memiliki bangunan seperti
Penjara Nagari hanya satu-satunya berada di Nagari Tigo Jangko. Bentuk pelanggaran
yang dapat dimasukkan kedalam Penjara Nagari adalah bentuk asusila
Penjara Nagari adalah sebuah tempat untuk mengurung para pelanggar aturan adat
di Nagari Tigo Jangko yang sudah di atur dalam aturan adat. Para pelanggar dari aturan
tersebut akan dimasukkan kedalam Penjara Nagari yang nantinya akan dilakukan
musyawarah oleh pihak yang berwenang seperti Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari dan
Tokoh masyarakat lainnya yang berada di Nagari Tigo Jangko untuk menentukan sanksi
apa yang akan di berikan kepada pelanggar aturan tersebut.
Bicara mengenai pidana penjara menurut Andi Hamzah pidana penjara adalah
bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan ini
bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, dahulu kala di
Indonesia pidana penjara tidak dikenal (Hukum Adat). Dulunya yang dikenal ialah pidana
buangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan
pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi (Andi Hamzah 1993:36-37). Dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai hukum pidana penjara
disalah satu pasalnya yang mengatur pidana penjara adalah Pasal 12 ayat (3) KUHP yang
menyatakan:
Pidana penjara selama waktu yang tertentu boleh dijatuhkan untuk
dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan pidananya
Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan
pidana penjara selama waktu tertentu
Dalam hal pidana penjara terdapat rentan waktu atau masa tahanan yang putuskan oleh
pengadilan sesuai dengan kesalahan yang di perbuat oleh pelanggar hukum (Remmelink
2003:465).
Menurut hasil pengamatan yang dilakukan Penjara Nagari merupakan sesuatu yang
baru dalam penegakan hukum adat untuk mencegah terjadinya pealanggaran nilai dan
norma di tengah masyarakat, karena dimasa yang sekarang ini sudah adanya hukum yang
mengatur dan sanksi yang jelas serta adanya penjara yang sudah diatur oleh Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) namun, dalam hal fungsinya Penjara Nagari hampir sama
dengan penjara pada umumnya adalah sebagai tempat pengurungan bagi pelaku yang
melanggar aturan yang membedakan Penjara yang dibentuk dan dikelola oleh Nagari ini
dengan yang dikelola oleh Negara adalah tidak adanya masa tahanan atau waktu dalam
penahanan, tujuannya dikurung adalah agar pelaku terhindar dari amukan masa dan untuk
dipertontonkan ke masyarakat agar mereka tahu bahwasanya sudah terjadinya pelanggaran
aturan di lingkungan masyarakat serta pelaku tidak melarikan diri.
Selama pelaku dalam penjara, pihak Nagari akan melakukan musyawarah dengan
niniak mamak serta keluarga dari sipelaku. Kemudian hasil dari musyawarah yang
dilakukan tersebut akan dibacakan kepada pelaku. Selanjutnya pelaku akan dikeluarkan
dari penjara untuk mendengarkan putusan tersebut. Setelah sanksi diberikan pelaku harus
melaksanakannya dan pelaku dibebaskan dari dalam Penjara Nagari jika perbuatan pelaku
tidak mengandung unsur  tindak kriminal didalamnya.
Penerapan Penjara Nagari ini memiliki bentuk proses yang cukup panjang, dengan
dipertontonkannya pelaku kemasyarakat luas sementara dilakukan musyawarah untuk
mencari jalan keluar dari kasus pelanggaran yang sudah dilakukan maka hal inilah
menimbulkan pandangan tersendiri di lingkungan masyarakat mengenai kehadiran Penjara
Nagari. Melihat begitu proses yang dilalui oleh pelaku membuat masyarakat takut untuk
melakukan perbuatan yang serupa.
Melihat keberadaan Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko, menarik minat peneliti
untuk melaksanakan penelitian disana. Peneliti melihat bahwa banyak pemahaman
masyarakat terhadap cara pandang mengenai keberadaan Penjara Nagari tersebut. Karena
hal ini peneliti memiliki anggapan bahwa penerapannya berbeda dari daerah lainnya.
B. Rumusan Masalah
Hukum adat yang ada di indonesia mempunyai banyak bentuk dan penerapannya
tergantung dari daerah yang memiliki hukum adat itu. Hukum adat ada dan berkembang
dilingkungan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Hukum adat merupakan bentuk
dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, keberadaan hukum adat sudah
ada jauh dari hukum yang berlaku sekarang ini.
Hukum Adat memberikan kontrol sosial terhadap masyarakat agar tidak keluar dari
nilai dan norma yang berlaku. Nilai dan norma sosial itu bukan hanya sebagai petunjuk
arah bagi tata kelakuan para anggota masyarakat saja namun juga memiliki kekuatan untuk
mengendalikan masyarakat agar tidak melakukan penyimpangan sosial (Zainuddin
2011:5).
Salah satu bentuk dari adanya hukum adat pada masyarakat adalah dengan adanya
Penjara Nagari. Penjara Nagari yang dijadikan sebagai tempat mengurung para pelanggar
aturan adat. Penjara ini berada di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Tanah Datar.
Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang Penjara
Nagari yang mana dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk pelaksanaan Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko?
2. Bagaimana pandangan dari masyarakat terhadap pelaksanaan Penjara Nagari di Nagari
Tigo Jangko?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menggambarkan mengenai bentuk pelaksanaan Penjara Nagari di Nagari Tigo
Jangko
2. Untuk menjelaskan pandangan dari masyarakat Nagari Tigo Jangko mengenai
pelaksanaan Penjara Nagari
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai
masyarakat hukum adat, khususnya pada masyarakat Nagari Tigo Jangko Kecamatan
Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini juga
diharapakan dapat bermanfaat baik untuk setiap pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Secara Akademis
Penelitian ini diharapakan dapat memperluas dan memperkaya bahan referensi, bahan
bacaan serta bahan penelitian bagi Mahasiswa dan Masyarakat
2. Secara Teoritis
Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan atau sebagai bahan untuk peneliti-
peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang berhubungan dengan judul
ini serta sebagai bentuk pengembangan ilmu pengetahuan
3. Manfaat Bagi Peneliti
Bagi peneliti sendiri merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam menambah dan
memperluas pengetahuan tentang realitas dan fakta sosial yang terjadi dalam
masyarakat dan juga sebagai salahsatu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan
Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik UniversitaS Andalas
E. Tinjauan Pustaka
Penelitian tentang penegakan hukum adat dimasyarakat bukanlah penelitian yang
pertama dilakukan. Telah banyak peneilitian terdahulu yang membahas mengenai
penegakan hukum di masyarakat adat yang serupa dengan peneilitian ini. Kemudian untuk
menjelaskan gambaran penelitian yang akan dilakukan berikut beberapa literatur yang
mempunyai kesamaan pengkajian mengenai simbol dan makna penerapan hukum adat.
Pertama adalah penelitian skripsi Fakulatas Hukum yang ditulis oleh Bayu Endri
Purnama pada tahun 2018 yang berjudul “Eksistensi Penjara Nagari Dalam Penegakan
Hukum Pidana Adat di Nagari Tigo Jangko” studi kasus di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan
Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Fokus utama dari penelitian
ini adalah mengenai keberadaan Penjara Nagari sebagai hukum adat di Nagari Tigo Jangko.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa Penjara Nagari
diperuntukkan bagi pelaku pelanggar adat adat salingka nagari di Nagari Tigo Jangko.
Ada empat fungsi didirikannya Penjara Nagari. Pertama mengamankan si pelaku
pelanggaran dari amukan masa, kedua fungsi dari Penjara Nagari adalah bersifat sementara
sebelum aparat penegak hukum, niniak mamak dan orang tua dari pelaku kedua belah pihak
datang untuk menyelesaikan masalah pelaku ditingkat Nagari dengan cara musyawarah.
Dan yang ketiga adalah memberikan efek jera kepada pelaku yang tertangkap dan yang
terakhir adalah apabila ada unsur tindak pidananya maka permasalahan akan diserahkan
kepada penegak hukum untuk diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.
Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Silvia Devi dalam jurnal antropologi (isu-isu
sosial budaya) nomor 1 volume 18 tahun 2016 yang berjudul “Orang Rejang dan Hukum
Adatnya: Tafsiran atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang Kabupaten Rejang
Lebong”, dalam tulisan ini dijelaskan bahwa sampai saaat ini masyarakat Rejang
khususnya di Kabupaten Rejang Lebong sudah banyak menyelesaikan masalah dalam
kehidupan bermasyarakatnya dengan berpedoman hukum adat.
Perselisihan, perceraian, hukum waris, masalah pidana dan perdata bagi masyarakat
diselesaikan dengan damai dan hasilnya adil karena pemberlakuan hukum adat Rejang
yang dipakai ada tegak lurus dan tidak memihak kepada siapapun. Satu lagi yang
menguatkan orang Rejang dalam mentaati hukum adat yang berlaku adalah untuk
menjalankan setiap sanksinya, jika tidak maka akan berlaku hukum tikam dalam pengertian
luasnya adalah dikucilkan dari masyarakat dikampung bagi sipelaku dan seluruh keluarga
dan kerabatnya. Hukuman inilah yang dianggap sangat memberatkan, oleh karenanya
dalam pemberian sanksi kepada pelaku akan dibayar semampu pelaku dan atas
pertimbangan dari keadaan sipelaku. Hal inilah yang menyebabkan hukum adat bersifat
manusiawi dan sangat dihormati oleh orang Rejang sampai saat ini.
Ketiga, penelitian yang berjudul “Pandangan Masyarakat terhadap Peranan
Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Adat di Desa Watumaeta Kecamatan
Lore Utara Kabupaten Poso”, penelitian ini dilakukan oleh Desi Asria Goli Dkk.
Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018, dalam penelitian ini menjelaskan mengenai
pandangan masyarakat terhadap peranan lembaga adat. Peranan lembaga adat yang ada di
Desa Watumaeta sudah berjalan dengan cukup baik mereka telah melaksanakan fungsinya
sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sesuai dengan pandanagan masyarakat
mengenai lemabaga adat tersebut.
Proses pelaksanaan dan eksistensi lembaga adat ini adalah dalam hal menetapkan
sanksi adat sebagai alat untuk menyadarkan individu mengenai nilai dan norma yang
berlaku, agari individu tersebut tidak melakukan penyimpangan dari nilai dan norma yang
ada. Lembaga Adat Desa Watemaeta dalam peranannya menyelesaikan setiap pelanggaran
adat yang terjadi pada masyarakat adat di Desa Watumaeta, menetapkan  hukuman dan
sanksi adat yang dikenakan kepada para pelanggar dari aturan adat.
Sanksi adat atau teguran adat sesuai dengan rancangan ketetapan musyawarah adat
Tampo Pekurehua-Tawaelia adalah untuk memberikan peringatan dan kesadaran kepada
masyarakat yang mempunyai masalah atau yang berselisih. Menyelesaikan setiap perkara
ataupun permasalahan secara damai atas akibat perbuatan yang melanggar norma-norma
adat istiadat di Desa Watumaeta seperti Pebualosi (perzinaan), Salah Taiye (pemukulan)
dan Mombekanawoi (percabulan).
Keempat, dalam skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang ditulis oleh
Maya Theresia Pandiangan. Skripsi ini di tulis pada tahun 2014 yang berjudul mengenai
“Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Mengenai Pencurian Ternak Pada Masayarakat di
Desa Lagan Kecamatan Talang Empat Kabutpaten Bengkulu Tengah”. Dalam proses
penyelesaian secara adat yang berkaitan dengan masyarakat adat akan di selesaikan oleh
peradilan adat. Berlakunya suatu peraturan hukum adat pada penetapan-penetapan ketua
adat, dimana penetapan-penetapan tersebut merupakan perbuatan atau penolakan
perbuatan dari pihak petugas hukum dengan tujuan untuk memelihara dan menegakkan
keadilan ditengah masyarakat.
Desa Lagan mayoritas ditempati oleh masyarakat adat suku Lembak, Serawai dan
Rejang. Upaya penyelesaian kasus pencurian ternak menurut hukum adat di Desa Lagan
yaitu menurut hukum adat Rejang penyelesaian sanksinya dilakukan lebih sederhana dalam
hal pelaku dan korban adalah waga Desa yang sama. Prosedur yang dilakukan adalah
apabila ada keinginan untuk melakukan perdamaian maka setelah adanya pelaporan,
Kepala Desa akan memanggil pelaku. Apabila ditemukan maka pelaku dan keluarganya
dipertemukan dengan korban untuk dicari penyelesaiannya secara bersama-sama
Selanjutnya dalam hukum adat lembak penyelesainnya pencurian terhadap ternak
ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan keluarganya dengan keluarga korban
untuk melakukan perdamaian dengan kewajiban bagi pelaku untuk melaksanakan sanksi
adat Lembak dan memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh korban. Kemudian dalam
hukum adat serawai proses penyelesainnya pencuri ternak dilakukan dengan cara
mempertemukan pelaku dan korban yang dilakukan secara musyawarah oleh ketua adat,
selanjutnya pelaku harus menjalankan sanksi dari hasil musyawarah tersebut.
Salah satu bentuk dari penyelesaian perkara dan sanksi yang diperoleh oleh pelaku
adalah pelaku pencurian ternak menyediakan Nasi Punyung sebagai permintaan maaf
kepada korban pencurian, pada bagian atas punjung ada ayam panggang yang dibawa dan
diberikan kepada keluarga korban. Sedangkan bahan Nasi Puyung terdiri atas beras, ketan,
gula merah, kelapa, ayam atau kambing dan bumbu masak lainnya. Kemudian semuanya
tersebut diberikan pelaku kepada keluarga korban untuk dimasak kemudian dimakan oleh
seluruh yang hadir pada saat perdamaian dilakukan.
Nasi Puyung merupakan salah satu bentuk hukum adat yang telah turun temurun
dari nenek moyang mereka dulu tujuannya sebagai labang telah terjadi perdamaian antara
pelaku pencurian ternak dan korban pencurian tersebut. Sanksi adat berupa Nasi Puyung
terhadap pelaku pencurian ternak ini merupakan salah satu bentuk sanksi adat yang hingga
sampai saat ini diperthankan oleh masyarakat Desa Lagan dengan tujuan agar penyelesaian
pelanggaran adat pencurian ternak tersebut dilakukan secara kekeluargaan.
Dari beberapa hasil penelitian diatas adapun persamaan dan peredaan yang
akanpeneliti teliti. Dalam hal ini peneliti yang mengambil judul penelitian mengenai
Fenomena Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah
Datar. Peneliti ingin melihat pandangan masyarakat yang ada di Nagari Tigo Jangko
mengenai fenomena keberadaan dari Penjara Nagari tersebut .
F. Kerangka Pemikiran
Kebudayaan adalah segala hal yang terkait dengan keseluruhan aspek hidup
manusia, yang dihayati dan dimiliki bersama. Didalam kebudayaan terdapat kepercayaan,
kesenian dan adat istiadat. Kata kebudayaan yang memiliki kata dasar “ budaya” yang
berarti pikiran, akal budi, hasil. Menurut Koentjaraningrat (1985), kebudayaan adalah
seluruh kemampuan manusia yang didasarkan pada pemikirannya, tercermin pada prilaku
dan pada benda- benda hasil karya mereka, yang di peroleh dengan cara belajar. Dengan
demikian kebudayaan merupakan ciptaan manusia. Hal tersebut berarti hampir seluruh
tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar.
Menurut Koentjaraningrat (1985:203) terdapat tujuh unsur dalam kebudayaan yang
bisa ditemukan pada seluruh bangsa didunia. Ketujuh unsur yang dapat kita sebut sebagai
isi pokok dari kebudayan di dunia itu adalah bahasa, kesenian, religi, sistim teknologi,
sistem sosial atau kekerabatan atau kemasyarakatan, system pengetahuan dan sistem mata
pencarian hidup. Tiap-tiap unsur  kebudayaan menjelma dalam ketiga wujud kebudayaan
diatas, yaitu wujudnya berupa sistem budaya, sistem sosial dan unsur-unsur kebudayan
fisik.
Menurut Koentjaraningrat (1985:186-188) kebudayaan mempunyai tiga wujud
yaitu: pertama wujud kebudayan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai,
peraturan dan sebagainya. Lokasinya terdapat dalam kepala atau dalam alam pikiran warga
masyarakat dimana kebudayan yang bersangkutan itu hidup. Kedua kebudayaan sebagai
suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud
kedua ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, berhubungan, serta
bergaul satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu, selalu menurut pola- pola tertentu
yang berdasarkan adat tata kelakuan. Ketiga wujud kebudayaan sebagai benda-beda hasil
karya manusia. Wujud ketiga ini disebut juga kebudayaan fisik, berupa seluruh hasil fisik
dari aktivitas, perbuatan dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat
dan difoto. Ketiga wujud kebudayaan diatas tidak dapat  dipisahkan dalam kehidupan
masyarakat. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengarah kepada tindakan dan karya
manusia. Ide-ide, tindakan dan hasil karya manusia, menghasilkan benda-benda
kebudayaan.
Salah satu bentuk kebudayaan dapat dilihat dari adanya hukum adat. Hukum adat
itu sendiri menurut Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven sebagai himpunan peraturan
tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang
mempunyai sanksi (karena bersifat hukum) dan pada pihak lain berada dalam keadaan
dikodifikasikan (Vollenhoven : 1983). Hukum adat yang bersumber dari masyarakat dan
diterima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan yang mengatur tingkah laku agar tidak
keluar dari nilai dan norma yang ada.
Friedrich dalam soepomo berpendapat bahwa hukum pada awalnya dikembangkan
oleh adat kebiasaan dan kepercayaan masyarakat (Soepomo, 1993). Semua hukum pada
dasarnya terbentuk melalui kebiasaann dan keyakinan masyarakat. Oleh sebab itu
masyarakat mengembangkan hukum dan kebiaaannya mengikuti kepercayaan dan keadaan
lingkungan dari daerahnya masing-masing.
Cotterel berpendapat bahwa hukum tumbuh dari adat istiadat dan merupakan
refleksi dari adat yang mendapatkan legtimasi dari kekuatan negara (Cotterel, 2012).
Dengan kata lainnya bahwa hukum adat terbentuk berdasarkan kekuatan interna yang
berjalan secara diam tanpa diikuti oleh kemauan penguasa tetapi diakui oleh penguasa.
Kemudian untuk menaggapi hal yang demikian aturan hukum adat harus dipakai dan
diperkenalakan oleh pemangku adat pada situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari.
Sebab situasi demikian ini sering tidak diketahui perubahannya, sehingga kerap kali adanya
masyarakat menyangka bahwa peraturan-peraturan lama masih berlaku terhadap keadaan
yang baru (Vollenhoven, 1983).
Proses perubahan yang terjadi tidak semudah itu seperti yang dikatakan oleh
Beckman bahwa perubahan suatu hukum merupakan suatu proses yang panjang dimana
adanya tahap-tahap dalam penyesuaian hukum tersebut sangt relatif. Perubahan hukum
adat, dilakukan dengan cara menghapus ataupun mengganti peraturan-peraturan suatu adat.
Tetapi perubahan itu terjadi karena adanya pengaruh dari peristiwa atau adanya perubahan
keadaan kehidupan yang selalu berubah (Beckman, 2009).
Van Vollen Hoven membagi masyarakat Indonesia atas 19 (sembilan belas)
lingkungan hukum adat (Koentjaraningrat 1990:301). Pembagian ini menunjukkan bahwa
bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multi etnis dengan nilai-nilai budaya yang
beragam. Masing-masing kelompok dalam lingkaran hukum adat mempunyai nilai budaya
yang berbeda sehingga patut diduga bahwa masing-masing kelompok masyarakat akan
mempunyai pandangan, sikap dan perilaku yang berbeda terhadap substansi hukum dan
sistem hukum. Artinya hal ini mampu melahirkan budaya hukum yang berbeda antar tiap-
tiap dari lingkungan adat tersebut (Zulfadli Barus 2014:141).
Bentuk dari penerapan hukum adat itu  berbeda-beda tergantung dari nilai dan
norma (adat) yang dipahami oleh masyarakat tersebut. Fokus kajian dalam penelitian ini
adalah meneliti mengenai pandangan masyarakat mengenai penerapan hukum adat pada
etnis Minangkabau yang di diwujudkan dalam kehadiran Penjara Nagari. Nagari Tigo
Jangko yang berada di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar merupakan sebuah
Nagari di wilayah Minangkabau yang masih menjaga hukum adatnya. Salah satu bentuk
dari hukum adat tersebut adalah dengan adanya sebuah bangunan yang diberi nama Penjara
Nagari (adat). Penjara Nagari sebagai bentuk dari penerapan hukum adat yang masih
terjaga dan berlaku sampai saat ini.
Masyarakat di Minangkabau saat ini terdiri dari bebepara pehamaman mengenai
keberadaan hukum ( hukum adat, islam dan negara) atau yang dikenal dengan istilah
pluralisme hukum. Seperti yang di ungkapkan oleh Engle Merry yang mngartikan
pluralisme hukum adalah suatu keadaan dimana dua atau lebih sistem hukum hidup
berdampingan dalam masyarakat yang sama (Merry, 1998). Pemilihan hukum di
masyarakat seperti yang dikemukan oleh Keebet V. Benda Beckmann tentang forum
shopping and shopping forum dalam upaya menjelaskan pola pilihan hukum dan
pranatanya itu tidak dapat dilepaskan dari sisem kebudayaan, sistem kepercayaan dan
sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat.
Minangkabau dalam kepemimpinannya dikenal dengan istilah tungku tigo
sajarangan  yang merupakan sebuah kesatuan kepemimpinan terdiri dari Niniak Mamak
(adat istiadat), Cadiak Pandai (ilmu pengetahuan) dan Alim Ulama (agama)
(Bagindo:2009). Peraturan adat tersebut berdasarkan kepada empat macam bentuk adat di
Minangkabau. Pertama, adat nan sabana adat merupakan adat adat yang asli, yang tidak
berubah dan tidak lapuk oleh hujan serta tak lekang oleh panas. Kalau dipaksa dengan keras
merubahnya ia dicabut tidak mati, dipindahkan tidak layu (dicabuik indak mati, diasak
indak layua). Adat yang sabana adat ini merupakan filsafah hidup masyarakat
Minangkabau. Kedua, adat istiadat merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah
masyarakat umum atau setempat, seperti acara yang bersifat seremoni atau tingkah laku
pergaulan yang bila dilakukan akan dianggap baik dan bia tidak dilakukan tidak apa-apa.
Adat ini dalam mamangan diibaratkan seperti pohon sayuran yang gadang dek diambak,
tinggi dek dianjuang (besar karena dilambuk, tinggi karena dianjung), yang artinya adalah
adat itu akan dapat tumbuh karena dirawat denga baik.
Ketiga, adat yang diadatkan yang dimaksud dengan adat yang diadatkan adalah
apa yang dinamakan sebagai undang-undang dan hukum yang berlaku, seperti yang
didapati pada undang-undang luhat dan rantau, undang-undang nan duo puluah. Terhadap
adat ini berlaku seperti yang diungkapkan dalam mamangan jikok dicabuik mati, jikok
diasak layua. Diibaratkan seperti pohon yang telah hidup berakar yang dpat tumbuh selama
tidak ada tangan yang mengganggu hidupnya. Keempat adat yang teradat merupakan
peraturan yang dilahirkan oleh mufakat atau konsensus masyarakat yang memakainya
seperti yang dimaksudkan dalam mamangan patah tumbuah, hilang baganti. Ibarat pohon
yang patah karena bencana, maka ia dapat tumbuh lagi pada bekas patahannya. Kalau ia
hilang ia akan diganti pohon lain pada bekas tempatnya hilang karena pohon itu perlu ada
untuk keperlua manusia (Navis, 1984: 88-89)
Seperti halnya masyarakat sebagai individu yang beragam tentunya memiliki cara
pandang yang berbeda terhadap kehadiran Penjara Nagari. Seseorang individu mungkin
saja pada saat memandang suatu benda akan mempandangankannya secara berbeda dengan
individu lainnya, karena sejumlah faktor akan membentuk dan mempengaruhi pandangan
seseorang. Cara pandang pada suatu objek dan menafsirkannya objek tersebut, sangat
dipengaruhi oleh karakterisktik pribadi dari perilaku individu tersebut (Maropen Simbolon
2008:52).
Kehadiran Penjara Nagari membuat masyarakat mempunyai pandangan tersendiri
terhadap keberadaannya. Hal ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh Sarlito W.
Sarwono (2009:24) bahwa pandangan secara umum adalah sebuah bentuk proses
perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Pandangan ini
berlangsung pada saat seseorang mengirim stimulus dari dunia luar yang kemudian
ditangkap organ-organ bantunya yang selanjutnya dimasukkan kedalam otak. Pandangan
merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat
pengindraan (Salito W. Sarwono 2002:94).
Pandangan itu sendiri menurut Stephen P. Robbins (2005) mendefenisikan
pandangan: “A process by which individuals organize and interpret their sensory
impression in order to give meane to their environment”. Pandangan sebagai suatu proses
yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau
menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan
mereka.
Pandangan mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui orang lain. Pada
proses ini kepekaan dalam diri seseorang mulai terlihat sekaligus cara seseorang tersebut
memandang akan menentukan kesan yang akan dihasilkan dari proses pandangan tersebut.
Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau pandangan satu individu
terhadap individu yang lain, sehingga hal ini akan memunculkan apa yang dinamakan
pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian
terhadap sikap. Perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat
(Rohmaul Listyana, dkk. 2013:121-122).
Pandangan masyarakat merupakan suatu proses dimana sekelompok masnusia yang
hidup dan tinggal bersama dalam suatu wilayah tertentu kemudian memberikan
pemahaman atau tanggapan terhadp hal-hal atau peristiwa yang terjadi dilingkungannya.
Menurut Stephen P. Robbins (2001:18) mengatakan ada tiga faktor yang dapat
mempengaruhi pandangan masyarakat. Pertama, pelaku pandangan apabila seorang
memandang suatu objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya dan penafsiran
tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku pandangan individu itu.
Kedua target atau objek, karakteristik dan target yang diamati dapat mempengaruhi apa
yang diprsepsikan. Target tidak dipandang dalam keadaan terisolasi, hubungan suatu target
dengan latar belakangnya akan memberikan pengaruh terhadap pandangan seperti
kecendrungan kita dalam mengelompokkan benda yang berdekatan atau yang mirip.
Ketiga situasi, dalam hal ini penting untuk dilihat bahwa kontek dari objek atau peristiwa
sebab unsur lingkungan akan sangat mempengaruhi pandangan.
Pandangan akan mempengaruhi tindakan dan perilaku dari individu. Seperti dalam
buku Notoadmojo (2012) yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu karena
beberapa alasan pokok yaitu: Pertama pengetahuan, pengetahuan diperoleh dari
pengalamanan sendiri atau pengalaman orang lain. Kedua kepercayaan, kepercayaan
sering diperoleh dari orang tua, kakek atau nenek. Seorang menerima kepercayaan itu
berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu. Ketiga sikap, sikap
menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap objek. sikap sering diperoleh dari
pengalaman sendiri atau dari orang lain yang paling dekat. Keempat nilai, dalam suatu
masyarakat apapun, selalu berlaku nilai-nilai yang menjadi pegangan setiap orang dalam
menyelenggarkan hidup bermasyarakat. Kehidupan masyarakat Nagari Tigo Jangko
mempunyai sebuah bentuk aturan adat yang di aplikasikan kedalam bentuk sebuah
bangunan yang berikan nama sebagai Penjara Nagari.
G. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif
yang besifat deskriptif. Menurut Koentjaraningrat (1997: 29) penelitian deskriptif
mengkaji masalah sosial dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Termasuk
tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan,
serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu
fenomena. Penelitian yang bersifat deskriptif memberikan gambaran secermat
mungkin mengenai individu, keadaan, gejala ataupun kelompok tertentu.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Creswell
(2002: 1) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan
untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan
gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan
informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan yang memiliki empat Nagari yaitu, Nagari
Taluak, Nagari Tigo Jangko, Nagari Pangian, Nagari Buo. Daerah ini sebelah Utara
berbatasan dengan Nagari Pangian dan Lubuk Jantan, sebelah Selatan berbatasan
dengan Kecamatan Sumpur Kudus kemudian sebelah Timur berbatasan dengan
Kecamatan Sumpur Kudus dan sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Taluk
Kecamatan Lintau Buo. Pemilihan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dilakukan
secara sengaja. Adapun pertimbangannya karena bentuk penerapan dari aturan adat
yang disertakan dengan keberadaan Penjara Nagari sebagai bagian dari aturan adat di
nagari tersebut. Keberadaan Penjara Nagari mampu membuat berkurangnya kasus
tindakan asusila ataupun perzinaan di Nagari Tigo Jangko dari tahun ke tahun.
3. Informan Penelitian
Informan adalah orang yang membrikan informasi baik tyang berkaitan
dengan dirinya ataupun mengenai orang lain tentang suatu peristiwa atau kejadian
kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014: 139). Dari informan
inilah peneliti dapat memperoleh informasi serta data yang akan dibutuhkan oleh
peneliti dalam melakukan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik-
teknik tertentu dengan tujuan untuk menjaring dan mencari informasi sebanyak
mungkin.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penentuan
informan menggunakan teknik penarikan sampel secara sengaja (purposive
sampling), dimana peneliti sudah memiliki kriteria tertentu tentang seorang yang
dapat dijadikan informan kunci dan informan biasa karena terkait dengan topik dan
tujuan dari penelitian. Penarikan sampel secara sengaja (purposive samplin )
dilakukan dengan cara mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti
menurut ciri-ciri spesifik yang memiliki oleh sampel itu (Mantra, 2004:121).
Penelitian ini mempunyai dua bentuk informan yaitu, informan kunci dan
informan biasa. Informan kunci merupakan orang yang benar-benar tahu tentang
masalah yang ingin peneliti laksanakan serta dapat memberikan informasi yang lebih
jelas dan detail tentang informasi yang diminta. Informan biasa adalah bentuk orang
yang mengetahui serta dapat memberikan informasi atau data yang bersifat umum
dan diperlukan terkait dengan permasalahan penelitian (Koentjaraningrat, 1990:164-
165).
Informan kunci adalah orang yang benar tahu mengenai keberdaan Penjara
Nagari, yang mana orang tersebut yang bersangkutan dengan pendirian dari Penjara
Nagari serta keluarga atau orang yang bersangkutan dengan pelaku yang pernah
dimasukkan kedalam Penjara Nagari. Sedangkan untuk informan biasa adalah warga
masyarakat yang ada di Nagari Tigo Jangko yang pernah melihat atau menyaksikan
pelanggar aturan yang dikurung dalam Penjara Nagari.
Tabel 1
Daftar Nama Informan
No. Nama dan Inisial Status Keterangan
1 Indra Gunalan Wali Nagari Inroman Kunci





3 Asrul Jusen Anggota
DPRD
Inroman Kunci
4 Zulkarnaini Kepala Jorong
Cendrawasih
Inroman Kunci



























12 Mega Pemudi Nagari
Tigo Jangko
Informan Biasa
13 Yulanda Putri Pemudi Nagari
Tigo Jangko
Informan Biasa
14 Vina Oksya Pemudi Nagari
Tigo Jangko
Informan Biasa
15 Syafnibar Ibu Rumah
Tangga
Informan Biasa











































































































































5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu berupa data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan bentuk sumber data yang peneliti peroleh
langsung dilapangan. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk dapat
menjawab pertanyaan peneliti. Data primer dapat diperoleh dengan cara observasi
dan wawancara. Selain itu, data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara berupa
penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan peneliti. Data sekunder merupakan data
yang bersumber dari hasil perantara tidak menemui secara langsung. Dalam
penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder melalui yang relevan dengan
penelitian yang akan dilakukan.
a. Pengamatan atau Observasi
Observasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengamati dan
mencatat secara sistematik gejala-gejala yang di selidiki. Observasi dilakukan
untuk memperoleh gambaran umum wilayah penelitian (Abu Achmadi, 2007,
hal 7).
Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiono, observasi adalah
suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses
biologis dan psikologi, dua diantaranya yang terpenting adaalh proses-proses
pengamatan dan ingatan (Sugiono, 2013, hal: 145). Penulis melakukan observasi
untuk mengetahui kenyataan yang ada dilapangan dengan teknik ini penelitian
bisa mendapatkan data secara rinci dan sesuai dengan yang diharapkan.
Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang
(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu,
perasaan. Observasi dilakukan oleh peneliti guna melakukan pengamatan
dilingkungan Nagari Tigo Jangko yang akan menambahkan data dari peneliti
untuk melengkapi penelitian ini. Pengamatan yang dilakukan kepada masyarakat
bagaimana kondisi lingkungan yang ada di Nagari Tigo Jangko dengan adanya
keberadaan Penjara Nagari.
b. Wawancara Mendalam
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar infromasi
dan ide melalui tanya jawab sehigga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu
topik tertentu dan dengan wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang
lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan
fenomena yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi
(Sugiono, 2009:317).
Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan
keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakt serta pendirian-
pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu utama metode observasi
(Koentjaraningrat, 1997:129). Melakukan wawancara mendalam yang bertujuan
untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan detail kepada informan.
Dengan melakukan wawancara mendalam diharapkan data yang diberikan
informan benar-benar sesuai dengan kenyataan pada penerapan peradilan adat
tersebut.
c. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah bersumber dari hasil-hasil penelitian yang
terdahulu dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.
Studi kepustakaan akan menjadi sumber data sekunder bagi peneliti, yang mana
data sekunder tersebut dapat diperoleh dari data tertulis seperti buku, majalah,
jurnal, karya ilmiah dan dokumken resmi dari pusat pemerintahan.
d. Dokumentasi
Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan buku tulis untuk
mencatat hasil wawancara dengan informan, selain itu peneliti juga menggunakan
bantuan alat perekam dan juga alat untuk mendokumentasikan berupa foto dan
vidio yang didapatkan selaam penelitian dilakukan.
e. Analisis Data
Analisis data merupakan sebuah kegiatan yang mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberi kode atau mengkategorikannya sehingga diperoleh
suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Sujarweni,
2014:3-4). Analissi data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan
dan mengorganisasikan data(yaitu, data teks seperti transkrip atau data gambar
seperti foto) untuk analisi. Kemudian mereduksi data tersebut menajdi tema
melalui proses pengodean dan peringkasan kode dan terakhir menyajikan data
dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan (Creswell, 2015:251).
Analisis data merupakan upaya berfikir dimana cara menganalisa data
merujuk pada pengujian yang sistemasis (runut) terhadap suatu bagian data yang
diperoleh serta hubungannya dengan data tersebut secara menyeluruh. Analisi
data dilakuakn dari awal penelitian dilakukan sampai akhir penelitian. Dengan
demikian analisis data dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan suatu
proses mencari dan menyusun secara sistemasi data yang diperoleh melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga mudah untuk dipahami dan
dinarasikan.
